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The title of the examination is "The Role of Customary Law in Shaping the Civic 
Virtue of the Biaban Hamlet Community, Nanga Biaban Village, Sekadau Hulu 
District, Sekadau Regency". The examination technique utilized is a subjective 
exploration strategy with a graphic kind of exploration. The wellspring of the 
information for this examination is the local area (young people) in Biaban 
Hamlet, Nanga Biaban Village. Information assortment methods through meetings, 
perception and documentation, the information assortment instruments are 
perception guides, talk with guides and documentation apparatuses. The 
investigation in this review is introduced in a subjective enlightening way, utilizing 
7 witnesses, to be specific customary pioneers, town heads and the local area 
(teens). The consequences of the review are that (1) The job of standard law in 
forming the urban temperance of the Biaban people group in Nanga Biaban 
Village is to secure the local area, make local area strength, and give 
authorizations to any individual who abuses the principles. (2) Obstacles looked by 
standard forerunners in carrying out standard law for individuals of Dusun 
Biaban, Nanga Biaban Village, Sekadau Hulu District, Sekadau Regency, to be 
specific that there are certain individuals who actually abuse standard principles. 
(3) The effect of standard law on the local area of Dusun Biaban, Nanga Biaban 
Village, Sekadau Hulu District, Sekadau Regency, in particular local area conduct 
turns out to be efficient, complies with the law, needs criminal demonstrations 
locally and youth conduct is coordinated so it can shape local area metro 
uprightness. 
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PENDAHULUAN 
Standar hukum di Indonesia masih 
bersifat pluralistik karena banyaknya 
perkumpulan atau perkumpulan etnis yang 
ada. Bagaimanapun, master hukum standar 
Cornellis (Tolib 2015) memberikan 
pandangan bahwa "prinsip-prinsip perilaku 
yang berlaku untuk individu asli atau orang 
timur asing yang dari satu perspektif 
memiliki sanksi (selanjutnya disebut 
hukum) dan kemudian lagi adalah tidak 
diatur (akibatnya hukum) seharusnya 
menjadi standar) Hukum baku di Indonesia 
sudah cukup lama ada dalam rutinitas 
sehari-hari individu, sehingga harus 
dipahami bahwa hukum standar tidak dapat 
dipisahkan dan diabaikan” (p.8). Sesuai 




menjaga kontrol dan keharmonisan dalam 
kegiatan publik adalah sebagai keamanan 
bagi masyarakat, sebagai kemantapan 
wilayah setempat, dan sebagai persetujuan 
bagi setiap individu yang 
menyalahgunakannya” (p.82). Tugas hukum 
standar dapat dilihat saat ini melalui 
kehadiran pengadilan standar dan sejumlah 
hukum standar yang masih dipertahankan 
oleh jaringan hukum standar di Indonesia 
untuk menentukan berbagai perdebatan dan 
kegiatan yang tidak dapat ditangani oleh 
hukum standar. polisi dan yayasan 
restoratif. Dengan demikian dapat diduga 
bahwa hukum baku berperan dalam 
membentuk tingkah laku, watak, dan watak 
daerah setempat menjadi pribadi yang 
layak. 
Kehadiran hukum baku sebagai 
salah satu jenis hukum baku yang dapat 
dirasakan dalam kehidupan dan budaya 
hukum Indonesia tertuang dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18b 
ayat (2) yang menemukan bahwa Negara 
memandang dan mengindahkan kesatuan- 
kesatuan wilayah hukum adat beserta hak- 
hak ulayatnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan standar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang diatur dengan undang- 
undang. Klarifikasi tentang pengakuan 
hukum baku oleh negara tertuang dalam 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur 
bahwa semua penduduk mempunyai 
kedudukan yang sama dalam hukum dan 
pemerintahan serta mewajibkan dan 
memelihara kekuasaan umum sebagaimana 
mestinya, ada tidak dikecualikan, dari 
pengertian pengaturan tersebut cenderung 
 
diambil kesimpulan bahwa kedua warga 
negara biasa dan penguasa pemerintahan 
apa pun wajib memelihara hukum yang 
berlaku dalam kehidupan dan budaya sah 
masyarakat Indonesia, baik itu hukum 
pidana, hukum umum atau hukum standar. 
Standar hukum di Dusun Biaban, 
Desa Nanga Biaban sebenarnya 
mempengaruhi wilayah lokal asli. Dayak 
Sawe merupakan salah satu sub suku Dayak 
yang pada umumnya terletak di Kecamatan 
Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Dusun 
Biaban Kota Nanga Biaban sebagai salah 
satu kota yang sebagian besar penduduknya 
menganut agama Katolik dan masyarakat 
Dusun Biaban merupakan suku Dayak Sawe 
pertama sehingga dampak dari hukum baku 
yang ada masih belum kokoh. 
Masyarakat Dusun Biaban, Desa 
Nanga Biaban, melihat bahwa hukum baku 
adalah yang terbaik dalam mengatasi 
berbagai persoalan yang ada sehingga dapat 
menawarkan pemenuhan rasa kesetaraan 
dan membangun kembali harmoni dan 
harmoni dalam aktivitas publik. 
Berdasarkan prapenelitian pada tanggal 20 
November 2020 pukul 10.00 WIB bahwa 
menghamili anak seseorang tanpa ikatan 
nikah dikenakan sanksi : 16 mangkokpoku, 
6 wadah kosong, kain putih 6 meter, babi 
200 kg , 9 peti kemas berisi tuak, beras 6 
karung kota, 5 ekor ayam tanpa pagar, 10 
butir telur ayam dan denda Rp. 20,000.00, 
mengingat konsekuensi pra-penelitian, 
untuk otorisasi tertentu, akan berdampak 
hambatan bagi pelaku pelanggaran. 
Menurut pengakuan orang yang 
paling mapan di Dusun Biaban, Desa Nanga 




undang-undang standar tidak dapat 
ditentukan, mengingat tidak ada bukti 
tertulis kecuali itu ada. sebelum 
Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Pedoman hukum konvensional 
dalam kurun waktu yang cukup lama di 
Dusun Biaban bersifat unik, ini adalah 
standar bahwa pada zaman dahulu orang- 
orang yang melakukan kesalahan mendapat 
izin dan denda yang harus diberikan berupa 
barang-barang seperti wadah, piring merah, 
bahan putih, dll. , seiring berjalannya waktu, 
pedoman baku mengenai denda telah 
berubah, lebih spesifiknya perluasan denda 
uang dengan segala kemungkinan bahwa 
tuan rumah dikuasai oleh arisan dan tidak 
dapat diganggu gugat. 
Di Dusun Biaban, ketika seseorang 
menyerahkan perampokan, orang yang 
merasa kehilangan meminta kepada dukun 
untuk melihat pelaku perampokan setelah 
mengetahui pihak yang bersalah, orang 
tersebut telah dirugikan dan melapor kepada 
pengawas adat, setelah itu beberapa orang 
dari panel adat pergi ke pengadilan. 
menganggap rumah untuk bertanya tentang 
realitas. atas tuduhan terhadapnya. Setelah 
bersyafaat dengan pelaku dan pihak 
administrasi standar, pelaku mengakui 
kegiatan yang telah dilakukannya.Sehingga 
pemerintah segera melakukan pawai 
konvensional. 
Mengenai kasus pertempuran di 
Dusun Biaban, di mana individu yang 
merasa putus asa melapor ke administrasi 
standar setelah laporan diterima, salah satu 
individu dari administrasi standar 
memanggil individu yang berjuang untuk 
melacak pengaturan terbaik. Untuk orang 
yang hamil dengan hanya satu orang tua 
 
yang hadir, kebanyakan dalam kasus seperti 
ini, kepala konvensional tahu dari informal, 
setelah itu direktur standar pergi ke tempat 
individu yang melakukan kesalahan untuk 
menjamin realitas kasus. , ketika pengawas 
standar mengetahui kenyataan, tindakan 
hukum standar cepat dilakukan. Mencermati 
kondisi di atas, peneliti tertarik untuk 
memimpin kajian tentang “Peranan hukum 
adat dalam membentuk civic virtue 
masyarakat Dusun Biaban Desa Nanga 




Metodologi yang digunakan dalam 
eksplorasi ini adalah pemeriksaan subjektif 
dengan strategi tersendiri. Sugiyono, (2015) 
“Metodologi dalam eksplorasi subyektif 
adalah strategi yang bergantung pada post- 
positivisme, digunakan untuk memeriksa 
keadaan item reguler, (bukan penyelidikan) 
di mana ilmuwan adalah instrumen kunci, 
pemeriksaan sumber informasi dilakukan 
secara sengaja dan snawbal, prosedur 
pemilihan informasi dilakukan triangulasi 
(bergabung). pemeriksaan informasi bersifat 
induktif/subyektif, dan efek samping dari 
eksplorasi subjektif lebih menonjolkan 
makna daripada spekulasi” (p.15). 
Sesuai Kuswana Danang (2011) 
“Strategi pemeriksaan subyektif adalah 
strategi yang digunakan untuk 
mengeksplorasi dalam kondisi biasa, 
khususnya ilmuwan adalah instrumen kunci, 
metode pemilihan informasi diambil dengan 
triangulasi (konsolidasi), penyelidikan 
informasi bersifat induktif dan hasil 





Teknik eksplorasi yang digunakan 
oleh ilmuwan merupakan strategi ilustratif 
dengan alasan bahwa spesialis perlu 
mengungkap data atau menggambarkan 
realitas berdasarkan informasi dan peristiwa 
yang diamati secara langsung dan 
memahami keadaan dari atas ke bawah dari 
Peran Hukum Adat dalam Pembentukan 
Kewarganegaraan Masyarakat Desa Biaban, 
Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau 
Hulu, Kabupaten Sekadau. Pemeriksaan ini 
dipimpin di Dusun Biaban, Desa Nanga 
Biaban, yang terletak di Jalan Raya Biaban 
Sunsong, Kecamatan Sekadau Hulu, 
Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. 
Sumber informasi dalam ulasan ini 
adalah sumber informasi penting dan 
opsional. Sumber informasi esensial adalah 
informasi yang diperoleh ilmuwan secara 
langsung dari sumber informasi. Sumber 
informasi penting dalam tinjauan ini adalah 
kepala kota, perintis standar, dan individu 
Dusun Biaban, Desa Nanga Biaban, 
Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten 
Sekadau. 
Sumber informasi tambahan adalah 
informasi yang diperoleh secara tersirat dari 
sumbernya. Informasi yang diperoleh 
biasanya berupa informasi sebagai catatan 
yang diidentikkan dengan tugas hukum 
baku di Dusun Biaban, Desa Nanga Biaban, 
Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten 
Sekadau. 
Bermacam-macam informasi harus 
dimungkinkan dalam pengaturan yang 
berbeda, sumber yang berbeda dan cara 
yang berbeda. Sebagaimana ditunjukkan 
oleh Yusuf (2014) “Ada tiga cara berbeda 
untuk mengumpulkan informasi dalam 
eksplorasi subjektif, yaitu pertemuan 
(wawancara), 
 
persepsi, dan catatan tertentu” (p.327). 
Sesuai Nugrahani (2014) “Strategi 
pertemuan adalah prosedur pengumpulan 
informasi melalui diskusi yang dilakukan 
dengan alasan tertentu. (Penanya) adalah 
individu yang mengajukan pertanyaan 
sedangkan (yang diwawancarai) akan 
bertindak sebagai individu yang 
memberikan data” (p.127). 
Seperti yang ditunjukkan oleh 
Sudjana dan Ibrahim (2012) “Wawancara 
adalah metode inkuiri dan jawaban yang 
terdiri dari analis dan narasumber. Strategi 
pertemuan ini harus dapat dilakukan secara 
langsung kepada seseorang yang 
diidentikkan dengan ilmuwan, yang telah 
digunakan sebagai subjek penelitian untuk 
memperoleh data yang lebih lengkap atau 
tepat yang dapat mendukung eksplorasi” 
(p.102). 
Rapat-rapat yang disinggung dalam 
tinjauan ini dilakukan melalui rapat-rapat 
tidak terstruktur. Pertemuan tidak 
terstruktur adalah pertemuan bebas di mana 
para ilmuwan tidak memanfaatkan 
pembicaraan dengan aturan yang telah 
didalangi secara efisien dan lengkap dengan 
informasi. Aturan rapat yang diarahkan 
adalah fokus yang sama besarnya. Ini 
diselesaikan oleh pihak yang menangani 
atau responden dapat menjawab pertanyaan 
yang diberikan analis secara terbuka dan 
mendapatkan lebih banyak informasi dari 
atas ke bawah. 
Sebagaimana ditunjukkan oleh 
Nugrahaini (2014) “Persepsi adalah bagian 
utama dalam eksplorasi subjektif. Melalui 
persepsi, para ilmuwan dapat merekam dan 
merenungkan secara efisien komunikasi 
subjek-subjekujian. Semua yang dilihat dan 





dengan yang direnungkan” (p.127). 
Persepsi yang dibuat oleh analis 
adalah sebagai persepsi dan pencatatan 
langsung. Ilmuwan menggunakan persepsi 
non-anggota, yaitu, spesialis hanya melihat 
langsung kondisi item untuk mengumpulkan 
informasi, tetapi analis tidak langsung 
terlibat. Berdasarkan rencana permasalahan 
yang diangkat, maka ahli akan melihat 
bagaimana tugas hukum baku dalam 
membentuk Kewarganegaraan kelompok 
masyarakat Dusun Biaban, Desa Nanga 
Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, 
Kabupaten Sekadau. 
Sesuai Yusuf (2012) “Arsip adalah 
catatan suatu karya tentang sesuatu yang 
telah berlalu. Catatan ini dalam eksplorasi 
subjektif dianggapsebagai data yang sangat 
membantu. Rekaman biasanya berupa teks, 
gambar, dan foto yang tersusun” (p.391). 
Melalui berbagai dokumentasi strategi 
informasi yang dilakukan oleh para 
ilmuwan dalam ulasan ini, babad catatan, 
gambar dan peristiwa di Dusun Biaban, 
Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau 
Hulu, Kabupaten Sekadau. 
Seperti yang ditunjukkan oleh Plato 
(Zainal 2013) hukum adalah "sekelompok 
pedoman yang ada di sekitar terorganisir 
dan secara konsisten membatasi hakim dan 
masyarakat" (p.9). Seperti yang ditunjukkan 
oleh Seoroso (2010) hukum adalah 
"berbagai pedoman yang dibuat oleh para 
ahli untuk mengelola permintaan aktivitas 
publik dan memiliki atribut mengarahkan, 
membatasi atau membatasi dengan 
memaksa sanksi untuk pelanggaran" (p.39). 
 
Sebagaimana ditunjukkan oleh 
Suartha (2015) “tugas hukum baku dalam 
menjaga kontrol dan keharmonisan dalam 
aktivitas publik adalah sebagai jaminan bagi 
masyarakat, sebagai keutuhan wilayah 
setempat, dan sebagai persetujuan bagi 
setiap individu yang menyalahgunakannya” 
(p.82). 
Sesuai Cornellis (Soepomo 2014) 
"hukum baku adalah hukum tidak tertulis 
dalam pedoman tidak tertulis, termasuk 
pedoman hidup yang, meskipun tidak 
ditentukan oleh spesialis, dipatuhi dan 
ditegakkan oleh individu tergantung pada 
keyakinan bahwa pedoman ini memiliki 
kekuatan" (p.49) . 
Seperti yang ditunjukkan oleh 
Quigley (I Putu, 2019) “kehati-hatian kota 
akan membentuk semangat yang mau dan 
siap untuk menghargai orang lain (saling 
menghormati), memiliki disiplin dan rasa 
kewajiban sebagai penduduk (pengendalian 
diri dan kewajiban), halus dan bersimpati 
pada isu-isu yang welas asih dan metro. , 
terbuka dan berpikiran terbuka terhadap 
keragaman, hormat dan sabar dengan 
pengaturan Negara" (p.68). 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Adapun hasil penelitian dan 
pembahasan sebagai berikut : 
 
Peranan Hukum Adat Dalam 
Membentuk Civic Virtue Masyarakat 
Dusun Biaban Desa Nanga Biaban 





Peranannya adalah mengamankan wilayah 
setempat, memperkuat wilayah lokal, dan 
memberikan kewenangan kepada setiap 
individu yang menyalahgunakan prinsip- 
prinsip standar. 
Bapak Menderak sebagai ketua 
standar menunjukkan bahwa tugas hukum 
standar adalah untuk memastikan wilayah 
setempat, membuat kemantapan wilayah 
dan memberikan persetujuan kepada setiap 
individu yang menyalahgunakan pedoman 
saat ini di Dusun Biaban, Desa Nanga 
Biaban. 
Hal ini tergantung dari hasil 
persepsi dan pertemuan dengan Pak 
Menderak, sebagai ketua standar, beliau 
tidak berhenti sedetik pun untuk 
menanyakan persoalan yang dialami oleh 
orang-orang yang bersangkutan. Sebagai 
perintis konvensional, ia juga tidak 
meluangkan waktu untuk memberikan 
bimbingan dan nasihat kepada beberapa 
jaringan lingkungan ketika orang-orang ini 
menyudutkan orang yang bersangkutan. 
Apabila korban terbukti telah melakukan 
pelanggaran di Dusun Biaban, Desa Nanga 
Biaban, para perintis konvensional dan 
daerah sekitarnya memberikan pengesahan 
dan denda yang ditunjukkan dengan prinsip- 
prinsip yang dilanggar oleh yang 
bersangkutan. Hal ini sependapat dengan 
Suartha (2015) "tugas hukum baku dalam 
menjaga kontrol dan keharmonisan dalam 
aktivitas publik adalah sebagai jaminan 
masyarakat, sebagai kemantapan wilayah 
lokal, dan sebagai persetujuan bagi setiap 
individu yang menyalahgunakan prinsip" 
(p.82). 
Izin yang didapat korban adalah 
sebanyak 16 poku (mangkuk), 6 peti 
 
kosong, 6 meter bahan putih, 200 kg babi, 9 
peti berisi tuak, 6 karung beras kota, 5 ekor 
ayam tanpa pagar dan 10 telur ayam 
roaming gratis. denda sebesar Rp. 
10.000.000. 
 
Kendala Yang Di Hadapi Ketua Adat 
Dalam Menerapkan Hukum Adat 
Sehingga Membentuk Civic Virtue 
Masyarakat Dusun Biaban Desa Nanga 
Biaban Kecamatan Sekadau Hulu 
Kabupaten Sekadau. 
Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesian (2008) Mendefenisikan kendala 
adalah halangan dan rintangan yang 
membatasi, menghalangi atau mencegah 
pencapaian sasaran”(p.667). Berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara maka 
kendala yang dihadapi oleh ketua adat yakni 
ada beberapa masyarakat tidak 
mengindahkan pengumuman yang sudah 
disampaikan oleh ketua adat untuk hadir 
pada saat prosesi adat sedang berlangsung 
dikarenakan tersinggung pada saat ini ketua 
adat membubarkan mereka yang 
membicarakan korban dan ada beberapa 
anggota keluarga besar korban juga tidak 
hadir pada acara tersebut karenakan malu 
dan kecewa terhadap dirinya yang hamil 
tanpa ada ikatan pernikahan. 
 
Dampak Hukum Adat Dalam 
Membentuk Civic Virtue Masyarakat 
Dusun Biaban Desa Nanga Biaban 
Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten 
Sekadau. 
Pengaruh penerapan hukum baku 
dalam pengembangan keadilan kotamadya 
wilayah lokal di Dusun Biaban Desa Nanga 




positifnya adalah keluarga korban yang 
dipengaruhi oleh hukum standar sadar, 
menahan diri untuk mempertimbangkan 
pengaturan dan pilihan pelopor 
konvensional bersama individu standar 
lainnya, kemudian, pada saat itu, terbuka 
terhadap masalah yang dihadapi dan 
mengakuinya dengan lancar. Hal ini 
sependapat dengan Quigley (I Putu 2019) 
“kesederhanaan masyarakat akan 
membingkai semangat yang mau dan siap 
untuk menghargai orang lain (saling 
menghormati), memiliki disiplin dan 
kesadaran akan harapan tertentu sebagai 
penghuni (pengendalian diri dan 
kewajiban), halus dan welas asih terhadap 
masalah filantropi. terlebih lagi, 
kewarganegaraan, terbuka dan toleran 
terhadap keragaman, setia dan sabar dengan 
pengaturan negara" (p.68). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Mengingat efek samping dari 
eksplorasi dan perbincangan tentang tugas 
hukum baku dalam membentuk metro 
prudence individu Dusun Biaban, Desa 
Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau Hulu, 
Kabupaten Sekadau. 
Hal ini terlihat dari konsekwensi 
dari persepsi dan pertemuan yang dipimpin 
oleh para ilmuwan, mengingat sub-isu 
eksplorasi cenderung selesai sebagai berikut: 
(1). Tugas hukum baku dalam membentuk 
kehati-hatian kota bagi individu Dusun 
Biaban, Desa Nanga Biaban, Kecamatan 
Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, adalah 
mengamankan wilayah setempat, 
memperkuat wilayah setempat, dan 
memberikan persetujuan kepada setiap 
individu yang menyalahgunakan pedoman. 
(2). Hambatan yang dilihat oleh para cikal 
bakal konvensional dalam menjalankan 
 
hukum baku bagi individu Dusun Biaban, 
Desa Nanga Biaban, Kecamatan Sekadau 
Hulu, Kabupaten Sekadau, khususnya ada 
oknum tertentu yang justru 
menyalahgunakan prinsip baku. (3). 
Pengaruh hukum baku terhadap individu 
Dusun Biaban, Desa Nanga Biaban, 
Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten 
Sekadau, khususnya perilaku daerah ternyata 
metodis, layak, tidak adanya demonstrasi 
kriminal secara lokal dan perilaku anak 
muda adalah terkoordinasi sehingga dapat 
membentuk tegaknya kawasan perkotaan. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
diperoleh, peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: (1). Masyarakat harus 
menaati, menghargai dan menghormati para 
tokoh adat yang sudah menjalankan tugas 
dan perannya dengan baik. (2). Tokoh adat 
harus fokus melestarikan dan menjalankan 
hukum adat di Dusun Biaban Desa Nanga 
Biaban sebagai instrument dalam 
menciptakan ketertiban serta prilaku 
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